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ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
(Study Kasus Pada Salah Satu Calon Legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi
Sulawesi Barat)

SISKA
TERI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan pengeluaran
Dana Kampanye Peserta Pemilu Calon Legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi
Sulawesi Barat yang mengambil study kasus pada salah satu Calon Legislatif
pada Pemilihan Umum tahun 2019, apakah sesuai degan peraturan Undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentag pemilihan umum dan dana
kampanye, atau tidak dengan melihat Laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, deskriptif komparatif
dengan membandingkan data yang diperoleh dengan peraturan per Undang-
undangan Nomor 7 tahun 2017. Hasil penelitian ini dinyatakan telah sesuai
berdasarkan dengan kajian teori.

Kata Kunci: Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Calon Legislatif
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ABSTRACT

ANALYSIS OF CAMPAIGN FUNDS RECEIVING AND EXPENDING IN
MAMASA DISTRICT, WEST SULAWESI PROVINCE IN THE GENERAL
SELECTION OF LEGISLATIVE CANDIDATES IN 2019
(Case study In One Of The Legislative Candidates Of Mamasa District West
Sulawesi Province)

SISKA
TERI

the purpose of this research is to find how the reception and expenditure of the
Campaign Funds for Legislative Candidates in Mamasa Regency, West Sulawesi
Province by taking a case study in one of the Legislative Candidates in the 2019
General Election,whether in accordance with the provisions of Law No. 7 of 2017
which regulates general elections and campaign funds, or not by looking at the
LADK, LPSDK, and LPPDK Reports.The research method used is a qualitative,
comparative descriptive method by comparing the data obtained with regulations
per Law No. 7 of 2017. The results of this study are stated to be appropriate
based on theoretical studies.

Keywords: Campaign Funds Receipt and Expenditures, Legislative candidates
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dalam
pengelolaan Negara. Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan
pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan dalam bentuk pengumpulan hak-hak
suara oleh rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang akan menduduki kursi
pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan.

Pemilihan umum bagi calon legislatif (caleg) dilndonesia yang
dilaksanakan setiap lima tahun sekali tidak terlepas dari dana kampanye.
danakampanye dapat bersumber dari dana partai, donatur, dan uang pribadi.
PKPU No.8 tahun 2019 mengatur tentang tata kerja pemilihan umum di
indonesia, dimana pemiliha umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, pelaksanaan pemilu harus
dilaksanakan dengan jujur dan adil yang didukung dengan transparansi
keuangan partai-partai politik peserta pemilu dengan melaporkan dana
kampanye masing-masing caleg. Dana kampanye yang dilaporkan terdiri atas
tiga yaituLaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK),
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye(LPSDK) yang bertujuan untuk mengurangi berbagai bentuk
penyelewengan, Salah satunya adalah penyelewengan dana kampanye. Hal
ini dilakukan agar para caleg dapat mengelola dana kampanyenya sesuai
dengan peraturan per Undang-udangan No 7 tahun 2017 yang juga mengatur
tentang dana kampanye, dimana dana kampanyan digunakan bersumber dari

partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah



menuruthukum dari pihak lain. Sehingga untuk mengetahui sumber dan
bagaimana pengelolaan dana kampanye pada pemilihan umum legisltif tahun
2019 di Provisi Sulawesi Barat maka diperlukan analisis terhadap laporan
dana kampanye tersebut.

Pada pemilu masa orde baru dan orde lama, peraturan tentang dana
kampanye tidak dibuat. Peraturan tentang dana kampanye baru dibuat pada
tahun 1998.Peraturan tentang dana kampanye dibuat agar partai-partai
politikpeserta pemilu tidak serta merta dalam mengeluarkan dana kampanye.
Selain itu juga dituntut sebuah kedisiplinan dan profesionalitas dari partai
politik untuk mengelola dana kampanyenya sediri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (lwan Sugiwa, Muthia Putri
Arifah, dan Hasan Kamal Farobi) dengan judul “Analisa Tingkat Kepatuhan
pelaporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil
Audit Laporan dana kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu legislatif tahun
2014” menjelaskan bahwa dari hasil uji chi-square baru 92% dari 5 partai
politik di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang memenuhi unsure kepatuhan
pelaporan sumber dana kampanye, sedangkan 8% dari 5 partai politik di 5
kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak memenuhi peraturan karena tidak
mengumpulkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanyenya,
sedangkan menurut UU No.8 2012, jika ada partai politik yang memenangi
suara atau terpilih sebagai pemenang pemilu amun tidak membuat laporan
dana kampanye, partai politik tersebut dapat dibatalkan keterpilihannya
sebagai pemenang pemilu. Namun, dari 8% partai politik ini tidak ada yang
memenangi pemilu legislatif untuk Provinsi Bali, tidakada yang mendapatkan

kursi di DPRD Provinsi Bali pula, sehingga, tidak ada partai politik yang



dibatalkan atas keterpilihannya dalam pemilu legislatif 2014 di Provinsi
Bali karena partai tersebut tidak menang.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Zaiful Lizam (2016) dengan
judul “Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia perjuangan
Kota Tanjungpinang pada Pemilu Legislatif Tahun 2014” menjelaskan bahwa
Pengelolaan dana kampanye yang dilakukan oleh PDIP telah memenuhi
prosedur yang diatur oleh UU dan peraturan komisi pemilihan umum.Akan
tetapi dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh lembaga audit independen
yang ditunjuk langsung oleh KPU kota Tanjungpinang terdapat beberapa
pelanggaran mulai dari terlambatnya penyerahan laporan keuangan partai
yang melebihi dari batas waktu yang diberikan oleh KPU, selain itu PDIP
hanya melakukan pencatatan pada penerimaan dana saja namun pada
pengeluarannya hanya mencantumkan dana biaya rapat umum saja. Selain
itu, terdapat ketidaksesuaian data antara hasil wawancara dan laporan yang
diserahkan PDIP kepada KPU.Berdasarkan LPPDK, PDIP hanya menerima
sumbangan dari calon legislatif, namun dari hasil wawancara dinyatakan
bahwa PDIP hanya menerima sumbangan bukan hanya dari calon tetapi dari
perorangan dan juga instansi tertentu akan tetapi responden tidak mau
memberitahu secara detail. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
laporan dana kampanye PDIP secara prosedural telah mengikuti kaidah akan
tetapi belum ditemui aspek transparansi dan akuntabel baik dari sisi
pendapatan maupun pengeluaran terlihat dari masih banyaknya perbedaan-
perbedaan jumlah dana yang ditemui, rincian-rincian yang tidak transparan,

serta daftar - daftar penyumbang yang dirahasiakan.



1.2

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap laporan
penerimaan dan pengelolaan dana kampanye terhadap salah satu caleg di
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulaweisi Barat, apakah sudah memenuhi
peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye di Indonesia atau
tidak. Alasan peneliti memilih salah satu caleg tersebut sebagai narasumber
karena melihat dari segi pendukung yang cukup banyak, sementara caleg
tersebut masih bisa dikatakan baru di dunia politik. Oleh karena itu pada
bagian ini penulis akanmemaparkan sumber dan bagaimana pengelolaan
dana kampanye pada pemilihan umum calon legislatif, dengan melihat
LPPDK, LADK dan LPSDK yang dilaporkan oleh salah satu Caleg di
kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 melalui judul yang
diangkat, yaitu “Analisis Laporan Penerimaan dan Pengeluaraan Dana
Kampanye di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat pada Pemiihan
Umum Calon Legislatif Tahun 2019 (Study kasus Pada Salah Satu calon

Legislatif di Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat).

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitan pada penelitian ini adalah penulis akan
menganalisis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa
LADK, LPSDK dan LPPDK pada salah satu calon legislatif Kabupaten
Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, apakah sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye di Indonesia

atau tidak.



1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu:

1. Darimana sumber penerimaan dana kampanye dan bagaimana
pengeloaan dana kampanye pada salah satu calon legislatif di Kabupaten
Mamasa Provinsi Sulawesi Barat?.

2. Bagaimana pelaporan dana penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
pada salah satu calon legislatif di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi

Barat?.

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui darimana sumber, dan bagaimana pengelolaan dana
kampanye calon legislatif, kususnyapada salah atu calon legilatif di
Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.
2. untuk Mengetahui bagaimana pelaporan penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye pada pemilihan umum legislatif, kususnyapada salah satu
calon legilatif di Kabupaten Mamasa, provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.
1.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaanyang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang
bagaimana pengelolaan dana kampanye yang mendukung pelaksanaan

pemilihan umum oleh calon legislatif.



b. Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti
Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis guna meambah wawasan
dalam mengaudit suatu kasus, mengelolah dan mencoba memecahkan
masalah tersebut dengan metode yang sistematis, sehingga menunjang
penegmbangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Narasumber
Dari penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran bagi
narasumber dalam hal penigkatan ataupun perbaikan dalam kegiatan
pengelolaan dana kampanye yang diterima oleh calon legislatif pada

Pemilu legislatif di provinsi Sulawesi Barat tahun 2019.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kampanye

Pengertian kampanye Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor
7 tahun 2017 pasal 267 ayat 1 menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu
merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan
secara bertanggung jawab. Ayat 2 juga menjelaskan bahwa kampanye Pemilu
dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.
Pelaksanaan Kampanye Pemilu terdiri atas pengurus Partai politik peserta
Pemilu, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk
oleh peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota..

Kampanye dilakukan oleh peserta atau calon legislatifbertujuan untuk
mendapatkan dukungan dari masyarakat, usaha kampanye bisa dilakukan
oleh perorangan atau sekelompok orang yang teroganisir untuk melakukan
pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok,
kampanye biasa juga dilakukan guna memenuhi, penghambatan, pembelokan
pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya
mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil
terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya
meliputi usaha teroganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi.

Untuk mencapai kekuasaan adalah mustahil mencapainya tanpa adanya
uang, uang dibutuhkan untuk meraih kekuasaan yang dituju, hal tersebut

adalah wajar. Hal ini disampaikan oleh pakar Pemilu, Dr. Jayus, S.H., M.Hum



dalam kesempatan diskusi Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-
HTN)23 Fakultas Hukum Universitas Jember yang bertajuk “Menghadapi
Tantangan Pemilu 2014” beberapa waktu lalu. Pemilu mau tidak mau, menjadi
sebuah proses politik yang kompleks, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan
dana yang tidak sedikit. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan pengaturan
yang baik dan jelas untuk menjadi acuan pemilu yang demokratis. Pemilu dan
uang mempunyai hubungan erat, dimana penyelenggaraan pemilu
dihadapkan dengan beberapa tahap yang di setiap tahapan membutuhkan
daya juang untuk menjalaninya. Tidak terlebih jika berbicara tahap kampanye,
yang mana dalam tahap ini perputaran uang yang terjadi sudah tidak dapat

dikontrol.

2.2 Pengertian Kampanye Pemilu
Pengertian kampanye Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7
tahun 2017 pasal 267 ayat 1 menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu
merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan
secara bertanggung jawab. Ayat 2 juga menjelaskan bahwa kampanye
Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD.
Pelaksanaan Kampanye Pemilu terdiri atas pengurus Partai politik peserta
Pemilu, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk
oleh peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota.



2.3 Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara Pemilu terdiri atas Tiga vyaitu:
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang.
KPU terdiri dari: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS,

PPLN, KPPS dan KPPSLN.

Berdasarkan perturan Per Undang-ungdangan Nomor 7 tahun 2017 pasal

12 KPU mempunyai Tugas untuk:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,

b. Menyususn tata kerja kelola KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota,
PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,

c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu

d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan
memantau semua tahapan pemilu

e. Menerima daftar Pemiih dari KPU Provinsi

f. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara
serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu.

h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan

calon terpilih serta membuat berita acaranya.
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Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan
laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
Menyosialisasikan penyelenggara Pemilu atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat.

Melakukan evaluasi dan membuat Ilaporan setiap tahunan
penyelenggara Pemilu

Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan

Ketentuan peraturan Per Undang-undangan.

Selanjutnya pasal 13 menjelaskan bahwa KPU berwenang untuk:

. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten, atau kota

PPK, PPS, KPPS, PPLN, Dan KPPSLN menetapakan peraturan KPU
untuk setiap tahapan pemilu

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara
tingka nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU
provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu
anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU provinsi
untuk pemilu anggota DPD dengan ,membuat berita acara perhitungan
suara dan sertifikat hasil perhitungan suara

Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan
mengumumkannya

Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR,
anggota DPRD untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR

dan anggota DPRD

. Menetapkan standar setiap kebutuhan serta kebutuhan pengadaan dan

pendistribusian perlengkapan
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Membentuk KPU provinsi KPU kabupaten/kota dan PPLM
. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU provinsi,
anggota KPU kabupaten/kota dan anggota PPLM
. Menjatuhkan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara
anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/kota anggota PPLM,
anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan keputusan bawaslu atau
ketentuan peraturan perundang-udangan
Menetapkan kantor akuntan publik unutk mengaudit dana kampanye
pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dalam dana kampanye
pemilu
Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pe,ilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya pasal 14 menjelaskan bahwa KPU berekewajiban untuk:
. Melaksankan semua tahpan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan
pemilu secara tepat waktu
. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada
masyarakat
. Melaporkan pertanggunjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
aturan perundang-undangan
. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
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dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional
atau yang disebut dengan nama arsip nasional republik Indonesia

f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
pemilu kepda presiden dan DPR dengan tembusan kepada bawaslu

h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno pada KPU yang ditanda
tangani oleh ketua atau anggota KPU

i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada presiden
dengan tembusan kepada bawaslu paling lambat 30 hari setelah
pengucapan sumpah atau janji pejabat

j. Melaksanakan putusan bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran
administratif dan sengketa proses pemilu

k. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional

I. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemuli secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
peraturan perundang-undangan

m. Melaksanakan putusan DKPP melaksanakan kewajiban lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah

Anggota Bawaslu Rl adalah 5 Orang.
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3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP,
adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etk
Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di lbu
Kota Negara. DKPP terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan

dari pemerintah

2.4 Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

Penerimaan dana kampanye berkaitan dengan dari mana sumber dana
kampanye, pembatasan sumbangan, dan larangan sumbangan yang
diperoleh oleh masing-masing calon anggota legislatif yang mengikuti
pemilu. Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk
memastikan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh partai politik
peserta pemilu maupun calon anggota legislatif, benar-benar dana yang sah
menurut undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena penggunaan dana
kampanye yang didapat dengan cara tidak sah adalah sebuah pelanggaran
dan menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon peserta pemilu. Dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menekankan bahwa kegiatan
kampanye anggota DPR, DPRD menjadi tanggung jawab partai politik
peserta pemilu, bukan masing-masing individu calon tersebut. Sumber dana
kampanye berasal dari donatur, uang Partai, dan uang Pribadi.

aturan mengenai pengeluaran dana kampanye sangat dibutuhkan untuk
menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur. Dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,

dan DPRD sama sekali tidak ada aturan mengenai jenis dan bentuk
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pengeluaran dana kampanye. Ketiadaan aturan mengenai detalil
pengeluaran dana kampanye ini tentu saja akan menyulitkan terlaksananya
sistem format laporan yang akan dibuat oleh peserta pemilu karena peserta
pemilu tidak memiliki acuan mengenai jenis dan bentuk pengeluaran dana
kampanye.Jenis dan bentuk pengeluaran doserahkan kepada masing-
masing peserta pemilu.dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak mencantumkan

sedikitpun mengenai pembatasan belanja kampanye.

2.5 Pelaporan Dana Kampanye

Pelaporan dana kampanye merupakan hal yang sangat dibutuhkan,
mengingat dalam proses ini dibutuhkan secara mendetail mengenai aturan
mekanisme segala bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan
peserta pemilu.tidak hanya kepada penyelenggara KPU, namun juga kepada
masyarakat. Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye adalah transparansi
dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik, calon
anggota legislatif bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan
dana kampanye. Sejumlah kewajiban harus dilakukan peserta pemilu (partai
politik dan calon), seperti membuat laporan dana kampanye, menyusun
daftar penyumbang, dan mencatat semua penerimaan atau pendapatan dan
pengeluaran atau belanja kampanye, serta menyimpan bukti-bukti
transaksi.Kewajiban-kewajiban ini harus dipenuhi agar nantinya laporan
yang ada dapat dibuka kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk
mengetahui laporan tersebut. Tujuan membuka laporan dana kampanye
adalah menguji prinsip akuntabilitas, yakni memastikan tanggungjawab

partai politik, calon anggota legislatif dan pejabat eksekutif dalam
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penerimaan dan pengeluaran dana kampanye itu rasional, sesuai etika dan
tidak melanggar peraturan perundangundangan. Prinsip transparansi dan
akuntabilitas laporan dana kampanye ini sangat penting untuk dilakukan
mengingat banyaknya indikasi penyimpangan.

Terdapat tiga jenis pelaporan dana kampanye terkait dengan Pemilu yiatu
Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye (LPPDK).

Landasan Hukum Dana kampanye
Undang-undang No. 7 tahun 2017 menjadi landasan hukum bagi para

calon legislative dalam penerimaan dan pangelolaan dana kampanyenya.

Dalam undang-undang No 7 tahun 2017 bagian ke sebelas paragraph

kedua, pasal 329 menjelaskan bahwa

a. Kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten /Kota didanai dan menjadi tanggungjawab Partai Politik
Peserta Pemilu masing-masing.

b. Dana ksmpanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten dari Partai Politik yang bersangkutan, dan sumbangan yang
sah menurut hukum dari pihak lain.

c. Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa uang, barang dan atau jasa.
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. Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik
peserta pemilu pada bank.

. Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan
atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat berdasarkan harga
pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

. Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye pemilu
yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

. Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dimulai sejak 3 hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta
pemilu dan ditutup tuju hari sebelum penyampaian laporan penerimaan
dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik
yang ditunjuk KPU.

Pada bagian ini paragraf yang ke empat pasal 334 bagian kedua juga
menjelaskan tengtang Pelaporan Dana Kampanye bahwa Partai Politik
Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten
sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana
Kampanye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten paling lambat 14 hari sebelum
hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat

umum.
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2.7 Kerangka Berfikir

Laporan Penerimaan Laporan Pengeluaran
Dana Kampanye Dana Kampanye
A
Tata Kelola
Laporan men gikuti Laporan tidak mengikuti
aturan aturan

Analiss Laporan dana kampanye masing-masing Calonlegislatif peserta
pemilu sangatlah penting, guna untuk menetahui apakah penerimaan dana
kampanye tersebut sudah sesuai dengan pertauran perundang-undangan
yang berlaku di indonesia atau tidak. Peraturan tentang dana kampanye ini
diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017, dimana dana kampanye yang
digunakan bersumber dari partai politik yang mengusulkan pasangan calon ,

dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

2.8 Tinjauan Empirik
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-
penelitian  sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam
mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah

sebagai berikut:



Tabel Tinjauan Empirik
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Nama, Tahun, Peneliti,

Judul Penelitian

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

1. Iwan Sugiwa, Muthia
Putri  Arifah,
Hasan Kamal Farobi
(2015)

Analisa

dan

mengenai

Tingkat
Kepatuhan pelaporan
dana kampanye
Partai Politik Peserta
Pemilu Berdasarkan
Hasil Audit Laporan
dana kampanye Di
Bali Pada
Pemilu legislatif tahun

2014

Provinsi

Menggunakan  metode

penelitian kuantitatif

berjenis deskriptif.

Dari hasil uji chi-square
pbaru 92% dari 5 partai
politik di 5 kabupaten/kota

di provinsi bali yang
memenuhi unsure
kepatuhan pelaporan

sumber dana kampanye,
sedangkan 8% dari 5
politik  di 5

kabupaten/kota di provinsi

partai

Bali tidak  memenuhi
peraturan karena tidak
mengumpulkan  laporan
penerimaan dan
pengeluaran dana
kampanyenya, Namun,

dari 8% partai politik ini
lidak yang

memenangi Pemilu

ada

Legislatif untuk provinsi
Bali, tidakada yang
mendapatkan  kursi  di
DPRD provinsi Bali pula.
Sehingga, tidak ada partai
politik yang dibatalkan

atas keterpilihannya
dalam Pemilu Legislatif
2014 di provinsi Bali
karena partai tersebut

lidak menang.
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_ Zaifl (2016),

tentang “Pengelolaan

Liam
Dana Kampanye
Partai Demokrasi
Indonesia perjuangan
Kota Tanjungpinang
pada Pemilu Legislatif

Tahun 2014”

Menggunakan  metode

penelitian kualitatif

Pengelolaan dana
kampanye yang dilakukan
bleh PDIP telah memenuhi
brosedur yang diatur oleh
JU dan peraturan komisi
pemilihan umum.Akan

etapi dalam laporan
Keuangan yang diperiksa
bleh lembaga audit
ndependen yang ditunjuk
angsung oleh KPU kota
Tanjungpinang  terdapat
beberapa pelanggaran

mulai dari terlambatnya

penyerahan laporan

yang
melebihi dari batas waktu

Keuangan partai
yang diberikan oleh KPU,
PDIP hanya

pencatatan

selain  itu
melakukan

pada penerimaan dana

saja namun pada
bengeluarannya hanya
mencantumkan dana

diaya rapat umum saja.

Selain itu, terdapat

ketidaksesuaian data

antara hasil wawancara

yang
diserahkan PDIP kepada
KPU.Berdasarkan LPPDK,

PDIP hanya menerima

dan laporan
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sumbangan dari calon
egislatif, namun dari hasil
vawancara dinyatakan
pahwa PDIP hanya
menerima sumbangan
bukan hanya dari calon
etapi dari perorangan dan
uga instansi tertentu akan
etapi responden tidak
mau memberitahu secara
detail. Hasil penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa
aporan dana kampanye
PDIP secara prosedural
elah mengikuti kaidah
akan tetapi belum ditemui
aspek transparansi dan
akuntabel baik dari sisi
pendapatan maupun
pengeluaran terlihat dari
masih banyaknya
berbedaan-perbedaan

umlah dana yang ditemui,
rincian-rincian yang tidak
ransparan, serta daftar -
daftar penyumbang yang

dirahasiakan.




BAB Il
METODDOLOGI PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh
bersifat deskriptif komparatif, yaitu kegiatan pengumpulan data, penyusunan
data, hingga analisis data.

Menurut Sugyono (2017:8) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan penelitian naturalistik karena penelitiaanya dilakukan pada kondisi
yang alamiah. Disebut juga sebagai metode yang etnographi, karena pada
awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang
antropologi budaya; disebut sebagai penelitian kualitatif karena data yang
terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Sujawerni juga (2014:20) mengemukakan bahwa tujuan penelitian
kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara
memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena
atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya

akan menghasilkan sebuah teori.

3.2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus
pengumpul data dan pengelolaan data kualitatif, peneliti terjun sendiri dengan
mendatangi lokasi penelitian yang telah ditetapkan dan melakukan
wawancara langsung dengan salah satu calon legislative Kabupaten Mamasa,

Sulawesi Barat sebagai informan.

21
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3.3Lokasi Penelitian
Dalam penelitian Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kelurahan
Lakahang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan
salah satu lokasi Pemilihan Umum calon legislative tahun 2019. Penelitian

dilakukan pada bulan April 2019.

3.4 Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer. Data primer
adalah data yang diperoleh dari responden melalui kusioner, kelompok focus
dan panel, atau juga data hasil wawancara penelitian dengan narasumber.
Data diperoleh langsung dari pihak calon legislatf pada pemilihan umum 2019
di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebagai informan atau
narasumber, data diperoleh dari hasil wawancara atau interview yang

kemudian di analisa dan diolah sebagai bahan penulisan.

3.5 TeknikPengumpulanData
Metodepengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini ada
dua yaitu:

a. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan dengan cara melakukan
komunakasi dan diskuksi dengan narasumber atau dalam hal ini salah satu
calon legislative pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi
Sulawesi Barat dengan memintai nformasi-informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini.

b. Observasi, Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan langsung atas kegiatan pelaksanaan audit yang dilakukan
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oleh penulis terhadap salah satu calon legislative pada pemilihan umum
calon legislatif di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019
3.6 Teknik Analisis Data

Afrizal (2014:175) mengartikan bahwa analisis data penlitian kualitatif
adalah suatu proses yang sistematis untuk menetukan bagian-bagian dan
saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dan data yang
telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi tipologi Adapun teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif
yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
informan dideskritifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam
penelitian ini adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data
untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan
informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkip hasil
wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara dengan
menuliskan kata-kata sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.
Setelah peneliti menulis hasil wawancara kedalam transkip, selanjutnya
peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data
yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang
tidakdiperlukan. Data hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dianalisis

dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.
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3.7 Tahap-Tahap Penelitian
Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah:

1. Menetapkan Fokus Penelitian
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat fleksibel. Namun,
meskipun dikatakan fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-
tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan yaitu dengan
menetapkan research question yang dalam penelitian kualitatif disebut
sebagai “Fokus Penelitian” yaitu pertanyaan tentang hal-hal yang ingin
dicari jawabannya melalui penelitian tersebut.

2. Tahap Observasi dan Wawancara
Dalam Tahap ini, peneliti mengumpulakn data-data mengenai
penerimaan dan pengelolaan dana kampanye pada pemilihan umum
calon legislatif di Kabpaten Mamasa Sulawesi Barat yang mengambil
study kasus pada salah satu calon legislatif kabupaten Mamasa Partai
Hanura No.Urut 2 Dapil 3..

3. Tahap Analisis Data
Setelah mendapatkan cukup Data yang dibutuhakan dalam penelitian
ini, maka langkah akhir yang dilakukan penulis adalah melakukan
analisis data untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan fokus

penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Adapun hasil dari penetian ini adalah sebagai berikut:
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kelurahan Lakahang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di
Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa dengan luas wilaya 57,46 (km).
Kelurahan Ini merupakan salah satu daerah pertanian karena sebagian besar
penduduknya petani . Kelurahan Lakahang merupakan salah satu kelurahan
yang berada disebelah selatan Kecamatan Tabulahan yang dibatasi dengan
wilayah-wilayah sebagai berikut:
1. Sebelah utara perbatasan dengan Desa Lakahang Utama
2. Sebelah selatan perbatasan dengan Desa Timoro
3. Sebelah timur perbatasan dengan Desa Talopak

4. Sebelah barat perbatasan dengan Desa Burana

Kondisi alam terdiri dari daratan, persawahan dan perbukitan dengan curah
hujan rata-rata 4 bulan pertahun, kondisi ini berdampak pada pola pencarian

hidup, karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar adalah petani.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek Penelitian yaitu salah satu anggota
calon legislatif Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan

caleg dari Partai X, Nomor Urut 2 Dapil 3.
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c. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Subjek dalam Penelitian ini yaitu “FB”
(Nama disamarkan) yang merupakan Anggota Calon Legislatif Kabupaten
Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019, yang bertempat tinggal di
kelurahan Lakahang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Bapak
“FB” Pertama Kali terjun ke dunia politik tahun 2019 dan memutuskan untuk
mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota Mamasa, dengan

perolehan suara sebanyak 890 suara.

d. Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap
pihak Caleg atau Informan, Bapak FB mengatakan bahwa:
“Sumber penerimaan dana kampanye yang saya gunakan selama kegiatan
kampanye hanya bersumber dari pihak keluarga dan dana pribadi, adapun
pengeluaran selama kampanye yaitu semua Alat Peraga Kampanye, seperti
pembuatan kalender, cetak baliho, dan biaya transportasi selama melakukan
kegiatan kampanye dibeberapa desa.”
Bapak FB juga mengatakan bahwa :
“ AturanPenerimaan dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing,
penerimaan dana kampanye hanya boleh berumber dari uang pribadi, dana
partai, dan donator atau sumbangan yang sah menurut undang-undang
yang semuanya diatur dalam Undang-undang No 7 tahun 2017. Yang
dimaksud dengan Sumbangan yang sah menurut hokum adalah sumbangan
yang tidak berasal dari tindak pidana ”
Adapun Laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye yang

diperoleh dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:
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1 |kas pribadi Rp 17.960.000

2 |Sumbangan dari Keluarga Rp 10.000.000

3 |pembuatan Kalender Rp 8.000.000

4 |CetakBaliho 30 |[Rp 31000 Rp 2.250.000

5  |Branding Mabil 4| Rp 750.000 Rp 3.000.000

6 |Branding Motor 4| Rp 400.000 Rp 1.600.000

7 |Baliho Mini Rp  510.000

§  |Biaya cetak Stiker gm |Rp 75.000 Rp  600.000

9 |biaya sosialisasi 12 Desa | Rp1.000.000 Rp12.000.000
Rp 27.960.000 | Rp27.960.000

Dari hasil wawancara dengan Narasumber terkait dengan pelaporan dana
kampanye, Bapak FB tidak melaporkan LADK, LPDK dan LPPD yang
seharusnya wajib diserahkan kepada pihak KPU. Bapak FB juga tidak
membuat rekening khusus yang wa kepada pihak KPU dan tidak membuat

rekening khusus untuk pembukuan dana kampanye.

4.2 Pembahasan

Aturan tentang pelaoran penerimaan dana kampanye, telah diatur Dalam
UU No 7 tahun 2017 bagian ke sebelas. Adapun aturan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Pasal 329 menjelaskan bahwa:
a. Kegiatan kampanye pemilu menjadi tanggung jawab partai politik peserta

pemilu masing-masing.
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b. Dana partaii pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat satu bersumber
dari partai politik, calon anggota DPR, DPRD dan Kabupaten/Kota dari
partai politik yang bersangkutan dan sumbangan yang sah menurut
hukum dan pihak lain.

c. Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat
berupa uang , barang dan atau jasa.

d. Dana kampanye pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 3
ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye partai politik peserta
pemilu pada bank.

e. Dana kampanye pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan
atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat berdasarkan harga
pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

f. Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatat
dalam pembukuan penerimaan dan pangeluaran khusus dana kampanye
pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.

g. Pembukuan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 6
dimulai sejak 3 hari setelah partai ditetapkan sebagai peserta pemilu dan
ditutup 7 hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk

KPU.

Selanjutnya pasal 331 menjelaskan bahwa:

a. Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain
perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi

Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
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b. Dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak lain kelompok,
perusahaan, dan atau badan usaha non pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 330 tidak melebihi Rp.25.000.000.000,00 (dua
puluh lima milyar rupiah).

c. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2

harus mencantumkan identitas yang jelas.

Selanjutnya, paragraph 4 pasal 334 membahas tentang pelaporan dana
kampanye menjelaskan bahwa "Partai politik peserta pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib
memberikan laporan awal dana kampanye pemilu meliputi LADK, LPSDK
dan LPPDK serta rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU
paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye

pemilu dalam bentuk rapat umum”

Berikut ini adalah contoh fotmat Laporan LADK, LPSDK, dan LPPDK
yang saha menurut undang-undang yang wajib diserahkan peserta pemilu

kepada pihak KPU.



a. Contoh Format Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Gambar 4.1

" LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK________ '

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DFR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN FUSAT/ 'KOTA*). :

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode __ s/d :
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Nomor Uraian

Rp | Unit | Keterangan

c. Lain-lan®

Nama Bank

Nomor Rekexing " 3 Pengeluaran Lan-Lain®®

Saldo Awal Pembukaan Rp & Pembenan Piutang®
3 b. Pembayaran Utang®!

Nomor Uraian Rp |t
A C. | SALDO PER___»
1| paread posisice

a. Calon Anggota DPR/DPRD Provinzi /[DFRD
upaten /Kota" (Totad "

Kas di Rekening Khusus®

Kas di Bendahara™

3 Pihsk lain Burang”
-~ Pihak Lain P
*
5. | Sumbengsn Pihak Lun Badan Uzaha Non Tagihan kepada
L Utang"

6. Lain-lain 15

A Lam-laun Homusmen'™
b Hunga Bank*™*

B. Pengeluaran'*

L | rengsluaran Oparas®’

& Pertemuan terbatas™

b. Fertamuan tatap muka't

¢ Fembuaman,Produls udan & meda mazia
cetak dan media macia daktronut

d Pembuman desn Alat peraga kamparys’
& Fenysbaran bahan kampanye kepada
umum
{ Xagiatan lain yang Sdak malanggar larangan
dan

g Lain-lain®

- Fengaluaran Modal®
a Pambalian Kandarsan®

KETUA UMUM/KETUA*
ttd.
-Nama Lengkap-

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA
ttd,

-Nama Lengkap-

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat

informasi rekening khusus Dana Kampanye. Sumber Perolehan saldo awal

atau saldo pembukuan, rincian perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran

yang diperoleh sebelum pembukuan rekening khusus dana kampanye, dan

penerimaan sumbangan.




31

b. Contoh Format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Gambar 4.2

[ LOGO PARTAI POLITIK I FIVVEL LEOURL-TARIVL

NAMA PARTAI POLITIK '

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD EABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/ KABUPATEN/KOTAY| *

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal s/d o

Jumiah Sumbangan ° Bentuk Sumbangan ~ Asal Sumb . | Nomor Rekening | Nomor Rekening
. I P »

s 10
(Rp)* Unit® |Tunai™|B 7 | Jaga’™ Peny g Penerima

No.* Tas:l].g‘il.5 Bukti' l(nterasl‘an::

KETUA UMUM/KETUA 'BENDAHAFA UMUM/EENDAHARA
. Cap ttd,
- Nams Lengkap - - Nama Lengkap -

sumber:https://iaiiabar.or.id/wp—content/uploads/201§/10/FREE—PPL—IAI—WiI—
JabarLaporan-Dana-Kampanye.pdf

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ayat 331 menjelaskan bahwa
Dana Kamapanye Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten,
yang berasal dari sumbangan pihak lin yang berasal dari Sumbangan pihak
lain perseorangan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 330 tidak boleh

melebihi Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)


https://iaijabar.or.id/wp-content/uploads/2018/10/FREE-PPL-IAI-Wil-JabarLaporan-Dana-Kampanye.pdf
https://iaijabar.or.id/wp-content/uploads/2018/10/FREE-PPL-IAI-Wil-JabarLaporan-Dana-Kampanye.pdf
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c. Contoh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Gambar 4.3
FARTAD KEATMLAN DN PERSATUAM IMOSINES A
FEMILIMAN LURILUP ARG GOTA DPR
DEVW AR FIMPINAN TING AT FLISAT
LAFGHAN FEMEREMAAN BAN PESGELUAFRAN BARA KAMEFANYE
Feriode tmapgal FSTARNUE 14 3504300
Memer Rekealng Kbuse | A0 [ 0 A §
Momsor Uralan N Ap | oz | Heterangea
A FENERINUAAN EIFLTAT. A5
I Panai FoEik [
T —
1 Calen Anggots Legisail (Toal Peperimana) 1. 530,740, IS4 :"""""’""EI";:_":""“
1.830.743. 354
b ] Tumnmbtangas Fihak Lan Foecomngan AL T 0RO
L Fumbanges Fiksk (an Eolomeck a
- Eumbangas Filask: Laia Hasas Lisba Yon .
LN Lain - Lasin a
& Lain - Lain Ko itmer a
b. Bungs Bank )
B PEMGELUARAN 5. TE. 655567 o
7 Pesgelmrss Opeeasi 5.T86. 161567 [
[ —— ¥T.574.000 o
b, Permerrmns Tistsg ik ) o
£ Pembeatneipesdike Blen D kicdia
[ A r——) S0 o

d Poembuten Dessin Al Persgs
K 5T LIEEDS a

= Pesychsss Baban Earmparye Kopads
Lissiarn

534 ESDUD00 a
L. Ruspat Lrsism a [ ]
B Kegisiae Laie Yeog Tidek SWSclm g
L rien gan K panse Din Peralorm 15900 ] KX o
b Bain - Lain 129 0L R0 L]
1. Sumbangas Kopada Calon Anggsia - a
(g
2 Jees Dmisen Benisk Kasmparges Caion
e s DIPR P77, 334
. Ciporesi Lain-Lain SRR AT (]
- Fergehaarmn ksl 35S el
w Pesvbelins Boorvlarean o

Sumber.https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil pengawasan/LPPDK%2
01-6%20PKPI_watermark.pdf

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diatur
dalam Undang-undang pasal 335 ayat 2 menjelaskan bhawa Laporan
Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan
dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor KPU paling lama !5

(lima belas) hari sesudah hasil pemungutan suara.


https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/LPPDK%201-6%20PKPI_watermark.pdf
https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/LPPDK%201-6%20PKPI_watermark.pdf
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak FB
atau narasumber sebagai salah satu calon legislative pada pemilu legislative
tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, yang kemudian
dibandigkan dengan peraturan Undang-undang No 7 tahun 2017 yang
mengatur tentang pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,
maka pihak caleg dikatakan tidak patuh terhadpa pertauran per undang-
undangan terkait denga pelaporan dana kampanye. Karena pihak caleg tiak
membuat laporan LADK, LPSDK dan LPPDK sesuai dengan format yang
telah di jelaskan sebelumnya, dan juga tidak membuat rekening khusus
untuk pembukuan dana kampanye yang wajibdiserahkan kepada pihak KPU.
Namun, jika melihat dari sumber penerimaan dana kampanye pihak caleg
sudah patuh terhadap laporan karena seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya bahwa peneriman dana kampanye hanya bersumber dari uang
pribadi, dana partai dan sumbangan yang sah menurut undanbg-undang.
Dan melihat dari jum lah penerimaan sumbangan yang diterima, pihak caleg
sudah patuh terhadap perturan perundang-undangan. Karena telah
dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah sumbangan yang diterima tidak lebih
dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Terkait dengan pengeluaran dana kampanye, tidak ada dicantunkan
perturan yang mengatur tentang pengeluaran dana kampanye. Tanggung
jawab Pengeluaran dana kampanye diserahkan ke masing-masing peserta

pemilu.



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti,adapun
sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, bersumber
dari uang pribadi pihak caleg dan sumbangan dari keluarga yang
kemudian dikelola untuk kebutuahan Alat Peraga Kampanye seperti
pembuatan kalender, cetak baliho, cetak spanduk dan biaya
transportasi untuk kegiatan kampanye ke beberapa desa. Terkait
dengan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
tersebut, pihak caleg tidak membuat dan tidak melaporkan LADK,

LPSDK dan LPPDK kepada pihak KPU.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan diatas,maka adapun saran peneliti yaitu
Pihak Calon Legislatif atau Narasumber sebaiknya mengikuti
Peraturan Per Undang-undangan yang telah dibuat dari segi
pelaporan dana kampanye. Sebaiknya pihak caleg melaporkan
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada pihak KPU
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan juga kepada pihak
KPU sebaiknya lebih tegas terhadap masing-masing Peserta Pemilu
terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing peserta Pemilu

tersebut.

34



DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajagrafindo

Antoni, Indra Safak. 2014 “Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit KAP X Dalam
Melaksanakan Audit Berdasarkan Prosedur yang Disepakati (Study kasus
pada Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif tahun 2014 Partai X"

Universitas Aerlangga. Surabaya

Irwan Anjaline et al, 2014 “Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum
sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah”. Universitas Jember

Putra, Hermansyah. 2018. “Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana
Kampanye Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018”

Universitas Padjajaran. Bandung

PKPU Nomor 8 Tahun 2019

Sujarweni, V, Wiratna. 2014. Metode Penelitian Lengkap Praktis Dan Mudah

Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiwa, lwan dkk.2015. “Analisa Tingkat Kepatuhan pelaporan dana kampanye
Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan dana

kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu legislatif tahun 2014”. Jakarta

Sugyono, (2017).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD. Bandung
Alfabeta CV.

Lizam, Saiful. 2016. “Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

Tanjungpinang

Undang-undang No 7 tahun 2017

35



